
PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  41  TAHUN  2009 

TENTANG 
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN,  TUNJANGAN KHUSUS GURU 

DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR  
 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen mengatur bahwa guru dan dosen berkedudukan sebagai tenaga 
profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan 
nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru dan 
dosen berhak atas tunjangan profesi yang ditetapkan dengan prinsip 
penghargaan atas dasar prestasi. Tunjangan profesi tersebut 
diberikan kepada guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat 
pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain 
memperoleh tunjangan profesi, guru dan dosen yang ditugaskan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah di daerah khusus berhak atas 
tunjangan khusus. Tunjangan khusus merupakan tunjangan yang 
diberikan kepada guru atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah 
atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup 
yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. 
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen juga mengatur mengenai pemberian tunjangan 
kehormatan bagi dosen  yang memiliki jabatan akademik profesor.  

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen, perlu ditetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan 
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. 
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi besaran dan waktu 
pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru 
dan dosen, serta tunjangan kehormatan. 

II. PASAL . . . 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9  

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 . . . 
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